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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

BERENCANA DI LAMPUNG TENGAH 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 172/Pid.B/2020/PN Gns) 

 

 

Oleh 

Ari Tonang Budi Satrio 

 

 

Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang salah satunya adalah 

pembunuhan. Pembunuhan dibagi menjadi dua dalam hukum pidana. Pertama 

adalah tindak pidana pembunuhan dan Kedua adalah tindak pidana pembunuhan 

berencana. Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP 

sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan 

dalam penelitian ini mengacu pada kasus tindak pidana pembunuhan yang 

tercantum dalam Putusan Nomor: 172/Pid.B/2020/PN.Gns. Kasus ini mendapatkan 

keringanan dari majelis hakim dalam vonisnya. Majelis hakim tidak satu pandangan 

dengan penuntut umum dalam perkara ini. Maka dari itu penulis ingin mengangkat 

permasalahan ini dalam tulisan ini berkenaan dengan putusan tersebut. Terkhusus 

pada aspek penentuan unsur yang dilakukan oleh penuntut umum dalam putusan 

tersebut dan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. 

 

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang 

digunakan berfokus pada data sekunder. Prosedur pengumpulan data penulis 

menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Serta analisis data yang 

digunakan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini yang pertama, Penerapan unsur-unsur pidana pembunuhan 

berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 

172/Pid.B/2020/PN.Gns sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Fakta-

fakta hukum dan barang bukti yang ada telah menunjukan adanya pembunuhan 

berencana yang dilakukan oleh Mulyadi kepada korban. Terdapat tiga penerapan 

unsur dalam Pasal 340 yaitu mengenai Unsur Barang Siapa, Unsur Dengan Sengaja 

Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, Ketiga unsur 

Diancam Karena Pembunuhan dengan Rencana. Kedua, Pertimbangan majelis 

hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 



  

 
 

berencana dalam perkara putusan nomor 172/Pid.B/2020/PN.Gns didapatkan 

bahwa mejelis mempertimbangkan bahwa secara meyakinkan pelaku secara jelas 

melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana. Kedua, majelis 

mempertimbangkan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat 

diterima karena tidak didukung dengan alat bukti yang ada. Ketiga majelis hakim 

mempertimbangan mengenai hukuman yang akan diberikan, majelis hakim tidak 

sepandangan dengan dakwaan penuntut umum yang mengajukan hukuman seumur 

hidup dan memutuskan hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Alasannya 

pertama karena pelaku menunjukan sikap kooperatif dalam proses penegakan 

hukum dan pelaku menunjukan rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana 

tersebut. 

 

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana. 

  

Ari Tonang Budi Satrio 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF PLANNING KILLER IN 

CENTRAL LAMPUNG  

 

(Case Study Decision Number: 172/Pid.B/2020/PN Gns) 

 

By:  

Ari Tonang Budi Satrio 

 

Criminal law regulates prohibited acts, one of which is murder. Murder is divided 

into two in criminal law. The first is the crime of murder and the second is the crime 

of premeditated murder. Ordinary murder is regulated in Article 338 of the Criminal 

Code, while premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code. 

The problem in this study refers to the case of a criminal act of murder listed in 

Decision Number: 172/Pid.B/2020/PN.Gns. This case received leniency from the 

panel of judges in their verdict. The panel of judges disagreed with the public 

prosecutor in this case. Therefore, the author wants to raise this issue in this paper 

regarding this decision. Especially in the aspect of determining the elements carried 

out by the public prosecutor in the decision and regarding the considerations of the 

panel of judges in deciding this case. 

 

This research approach uses normative juridical. The data source used focuses on 

secondary data. The author's data collection procedure uses library research and 

field studies. And the data analysis used was descriptive qualitative data analysis. 

 

The results of this study are first, the application of the criminal elements of 

premeditated murder based on Article 340 of the Criminal Code in Decision 

Number 172/Pid.B/2020/PN.Gns is in accordance with the principles of criminal 

law. The legal facts and available evidence have shown that there was a 

premeditated murder committed by Mulyadi to the victim. There are three 

implementations of the elements in Article 340, namely regarding the Whoever 

Element, the Element Deliberately With a Premeditated Plan to Take the Life of 

Another Person, and the three elements are Threatened for Premeditated Murder. 

Second, the consideration of the panel of judges in imposing a crime against the 

perpetrators of the crime of premeditated murder in the case of decision number 

172/Pid.B/2020/PN.Gns it was found that the panel considered that convincingly 

the perpetrators had clearly committed the crime of premeditated murder. Second, 

the panel considered that the defense made by the perpetrator was unacceptable 

because it was not supported by the existing evidence. The three panel of judges 

considered the sentence to be given, the panel of judges did not agree with the 

indictment of the public prosecutor who proposed a life sentence and decided a 



  

 
 

criminal sentence of 20 years in prison. The first reason is because the perpetrator 

shows a cooperative attitude in the law enforcement process and the perpetrator 

shows a sense of remorse for committing the crime. 

 

Keywords: Juridical Review, Crime, Premeditated Murder  

  

Ari Tonang Budi Satrio 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

BERENCANA DI LAMPUNG TENGAH 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 172/Pid.B/2020/PN Gns) 

 

 

 

Oleh: 

Ari Tonang Budi Satrio 
 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 



  

 
 

 

 

 

Judul Skripsi    : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  

     PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI  

     LAMPUNG TENGAH (Studi Kasus Putusan  

     Nomor: 172/Pid.B/2020/PN Gns) 
 

Nama Mahasiswa   : Ari Tonang Budi Satrio 
 

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011112 

 

Bagian    : Hukum Pidana 

 

Fakultas    : Hukum 

 

 

 

 

MENYETUJUI 

 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H 

NIP. 196112311989031023 NIP. 195911021986021001 

 

 

 

2. Ketua Bagian Hukum Pidana 

 

 

 

 

 

 

Tri Andrisman, S.H.M.Hum 

NIP 196112311989031023 

  



  

 
 

 

 

 

MENGESAHKAN 

 

 

 

 

1. Tim Penguji 

 

 

Tim penguji : Tri Andrisman, S.H., M.Hum. ………………. 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. ………………. 

 

 

 

 

 

 

Penguji : Eko Raharjo, S.H.,M.H. ………………. 

 

 

 

 

2. Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

 

 

Dr. M. Fakih, S.H., M.S. 

NIP. 196412181988031002 

 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2023 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Ari Tonang Budi Satrio 

 

Nomor Induk Mahasiswa : 1612011112 

 

Bagian    : Hukum Pidana 

 

Fakultas   : Hukum 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

BERENCANA DI LAMPUNG TENGAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 

172/Pid.B/2020/PN Gns)’’ adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang 

termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas 

Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat 

oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 

akademik yang berlaku. 

 

 

Bandar Lampung, 17 Januari 2023 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

 

Ari Tonang Budi Satrio  

NPM. 1612011112 

  



  

 
 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Penulis bernama Gervasius Ari Tonang Budi Satrii, dilahirkan 

di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 28 Februari 1997, 

sebagai anak Tunggal dari Bapak Zakaria Zuma'in dan Ibu  

Sabiha. Penulis memiliki rekam jejak pendidikan berawal di 

TK Gula Putih Mataram Lampung Tengah pada Tahun 2004.  

Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negri 06 

Sumberrejo Kemiling Kota Bandar Lampung pada Tahun 2010, SMP Xaverius 

Kotabumi Lampung Utara pada Tahun 2013, serta SMA Xaverius Bandar Lampung 

pada Tahun 2016 Setelah melewati jenjang pendidikan TK, SD,SMP dan SMA 

penulis melanjutkan  pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas 

Lampung Fakultas Hukum  Jurusan Hukum Pidana Pada Tahun 2016. Penulis 

dalam menjalankan pendidikan menjadi mahasiwa merupakan mahasiswa yang 

aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan Organisasi. Penulis telah 

melakukan kewajibannya yaitu program KKN (Kuliah,Kerja Nyata).   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan. 

 

(Jhons F. Kennedy) 

 

 

 

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. 

 

(Mahatma Ghandi) 

 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada TUHAN KU, atas rahmat dan 

hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan 

dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada: 

 

Kedua Orang Tua Tercinta 

Bapak Zakaria Juma'in (Alm) dan Ibu Sabiha 

 

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan 

mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih 

sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat 

dalam menggapai cita. 

Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. 

 

Kaka Tercinta,  

Palgunadi dan Patriana Prabandari dan  

Kepada Kerabat Pendukung, 

Aprillia Paskha William dan Ganiviantara Pratama 

 

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan 

kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita. 

Almamaterku Universitas Lampung 

 

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku 

dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan. 

  



  

 
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji Tuhan saya panjatkan atas Berkat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan Nya 

ke pada Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Lampung Tengah 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 172/Pid.B/2020/Pn Gns)” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan 

skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali 

ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang 

sebesarbesarnya terhadap: 

1. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. selaku Plt Rektor Universitas Lampung. 

2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum,selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus 

pembimbing satu saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan 

dan kemudahan dalam terbentuknya skirpsi ini; 



  

 
 

4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum 

Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan 

dalam terbentuknya skirpsi ini; 

5. Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing 

memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini; 

6. Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H.., selaku Pembimbing II yang telah 

membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini; 

7. Eko Raharjo,S.H.,M.H.. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, 

saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini; 

8. Dr. Fristia Berdian Tamza,S.H.,M.H.. selaku Pembahas II yang telah 

memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini; 

9.  Kepada Aprilia Paskha William  sebagai orang yang selalu memberikan 

support system dalam keadaan apapun terhadap penulis. Penulis 

berterimakasih  atas apa yang telah di berikan sehingga Penulis bersemangat 

untuk meraih gelarnya. 

10.  Kepada Sahabat dan Teman Perjuangan semasa Kuliah Ganiviantara 

Pratama,S.H. Terimakasih telah membantu dalam sumbangsih pemikiran 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

 

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022 

Penulis 

 

 

 

 

Ari Tonang Budi Satrio  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .............................................................. 6 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 6 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .............................................................. 8 

E. Sistematika Penulisan ................................................................................ 15 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 17 

A. Tinjauan terhadap Delik Pembunuhan Berencana .................................... 17 

B. Pengertian dan Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana ........................... 26 

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .................................. 33 

D. Kedudukan Hakim dalam Peradilan ......................................................... 38 

E. Jenis-Jenis Putusan Hakim ........................................................................ 42 

 

III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 44 

A. Pendekatan Masalah .................................................................................. 44 

B. Sumber dan Jenis Data .............................................................................. 45 

C. Penentuan Narasumber .............................................................................. 46 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ........................................... 47 

E. Analisis Data ............................................................................................. 48 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................................... 49 

A. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan 

Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor. 172/Pid.B/2020/PN. Gns ......... 49 



  

 
 

B. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap   pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 

172/Pid.B/2020/PN Gns ............................................................................ 65 

 

V. PENUTUP ..................................................................................................... 76 

A. Simpulan .................................................................................................... 76 

B. Saran .......................................................................................................... 77 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah 

negara berdasarkan Hukum (Rechstaat) dan bukan negara atas dasar kekuasaan 

belaka (Machstaat), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-undang Dasar 1945 

(UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang bertuliskan “Negara Republik Indonesia 

adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh 

aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan 

norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum 

akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.  

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di 

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku 

yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang 

sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk 

pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan 

menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan 

masyarakat.1  

                                                           
1 Echwan Iriyanto, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal 

Yudisial, Vol.14, No.1, 2021, hlm. 20. 



2 

 

 

Terkait masalah kejahatan dewasa ini, berbagai jenis kejahatan telah dihadapkan 

di persidangan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, 

penganiayaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP). S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai 

berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan 

keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana 

oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan 

oleh seseorang (yang bertanggungjawab).  

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah 

tindak pidana pembunuhan. Perilaku pembunuhan, terutama pembunuhan yang 

tidak dapat dibenarkan oleh hukum, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (a 

crime against humanity). Terlepas dari pembicaraan tentang takdir, pembunuhan 

merupakan perilaku yang sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan karena 

mencabut paksa nyawa orang lain dan memupus eksistensi kehidupan 

korbannya. Merenggut nyawa orang lain mewakili bentuk kekerasan ekstrem. 

Pembunuhan merupakan fitur pervasif (mudah menyebar) dalam masyarakat dan 

bisa mengenai individu atau anggota kelompok sosial manapun sehingga fitur ini 

menimbukan stress di banyak wilayah kehidupan publik.2  

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang 

dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan 

pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain.3 

                                                           
2 Yeni, F., et.al. Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. 

PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi), Vol. 1, No.1, Agustus 2017, hlm 1-10 
3 S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta 

dan Pukap Indonesia, 2012), hlm. 22. 
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Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk 

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu 

atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain 

dengan catatan bahwa obyek dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 

meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan memiliki 

beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana 

pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana.4 Tindak pidana 

pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan 

berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu:  

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun”. 

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan 

perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan 

berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan 

atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya 

memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis. Demikian juga 

                                                           
4 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar grafika : 2000), hlm. 33 
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menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan 

berencana bukan pekerjaan yang mudah.5   

Kronologi singkat kasus dalam putusan tersebut. Terdakwa memiliki niat pada 

hari rabu tanggal 30 Oktober 2019. Tepat pada jam 16 wib, terdawka mendatangi 

korban untuk menagih utang. Tetapi korban tidak bisa memberikan pelunasan 

dana karena beralasan tidak memiliki uang. Korban menjanjikan kepada pelaku 

untuk membayar setalah satu minggu. Niat dari pelaku muncul karena pelaku 

melihat korban membeli sapi lagi, ia kesal karena kenapa korban berlasan tidka 

memiliki uang tetapi bisa membeli sapi kembali. Lalu, tepatnya tertanggal 31 

oktober ia membeli racun tikus sebanyak 8 bungkus untuk diberikan kepada 

korban. Setelah itu ia berikan racun tikus kepada korban, setapi hal tersebut tidak 

semata-mata langsung membuat korban meninggal, masih terdapat peristiwa 

perkelahian antara pelaku dengan korban ke dua (teman korban).  

Pekelahian menuju puncaknya sampai pelaku mengambil pipa besi yang 

ujungnya runcing dan memukul korban sebanyak 6 kali hingga korban tergeletak 

di lantai. Kemudian pelaku menghilangkan korban dengan mengubur jasad di 

dekat wilayah punggur tepatnya sebelah sungai, dan jasad lainnya di masukan 

kedalam karung dan di tengelamkan ke dalam sungai serta karung dari jasad 

tersebut diikat ke akar dari pohon ditebing sungai. Dari kronologis tersebut masih 

menimbulkan kerancuan apakah penyebab kematian dari para korban. Serta 

                                                           
5 Yanri, F. B. Tinjauan Hukum mengenai Pembunuhan berencana dalam KUHP, Jurnal 

Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1, Maret 2017, hlm. 36-48. 
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apakah memang benar fakta hukum yang ada dalam peristiwa tersebut memenuhi 

unsur dari pembunuhan berencana.6   

Berkaitan dengan argumentasi tersebut penulis berusaha meneliti permasalahan 

yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 172/Pid.B/2020/PN. Gns. Putusan ini 

merupakan putusan dengan perkara pembunuhan berencana yang telah putus di 

tingkat pertama pada Tahun 2020. Penulis akan berfokus pada isi muatan putusan 

tersebut berkenaan dengan pertimbangan hukum yang berikan hakim kepada 

pelaku, mengingat bahwa di setiap kasus pembunuhan berencana terdapat 

kompleksitas tersediri di setiap kasusnya. Isu hukum dari penelitian ini berusaha 

menganalisa mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan tersebut. 

Penulis akan melihat apakah terdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara 

ini, mengingat bahwa hakim juga seorang manusia yang tidak luput dari 

kekeliruan dan kekhilafan dan mengingat bahwa putusan ini masih merupakan 

putusan tingkat pertama.7  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

berkenaan dengan perkara pembunuhan berencana tersebut. Penulis akan 

berusaha menganalisis berkenaan dengan penentuan unsur dari pembunuhan 

berencana tersebut dan menganalisis berkenaan dengan pertimbangan hakim 

dalam putusan ini. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Tinjauan 

Yurudis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan 

No.172/Pid.B/2020/PN Gns).”  

                                                           
6 Putusan Perkara Nomor.172/Pid.B/2020/PN Gns 
7 Putusan Perkara Nomor.172/Pid.B/2020/PN Gns 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana        

    berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan No. 172/Pid.B/2020/PN Gns ?  

b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap    

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 

172/Pid.B/2020/PN Gns ? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam skripsi ini secara substansi menggunakan kajian ilmu hukum 

dan menggunakan ilmu pidana umum. Objek penelitian skripsi ini menitik beratkan 

pada penerapan unsur-unsur pidana dan pertimbangan hakim di dalam putusan 

terkait dengan pembunuhan berencana di daerah Gunung Sugih Lampung Tengah. 

Ruang lingkup lokasi penelitian ini terbatas hanya pada wilayah hukum Gunung 

Sugih dan ruang lingkup waktu penelitian pada Tahun 2022.  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana 

pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan 

Nomor. 172/Pid.B/2020/PN. Gns,  

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 

dalam perkara Putusan No.172/Pid.B/2020/PN. Gns. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, Adapun 

kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1) Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan penulis di 

bidang kajian hukum pidana dan memberikan sumbangsi pemikiran bagi 

perkembangan kajian hukum pidana. 

2) Kegunaan Praktis 

Memberikan informasi agar dapat menjadi masukan dan sumbangan pikiran bagi 

aparat penegak hukum dan lembaga yang berhubungan dengan tindak pidana 

pembunuhan berencana. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi atau kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh penelitian.8 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Wiryono Kusumo, 

“pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan 

dasar putusan Hakim atau  argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu 

perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya 

(proper), maka orang kemudian dapar menilai bahwa putusan itu tidak 

benar dan tidak adil”.9  

Menurut Lilik dalam Dewi Utari dan Nys. Arfa, teori dasar pertimbangan hakim 

yaitu putusan hakim haruslah baik, benar, dan  tepat sehingga putusan hakim 

dapat di terima dan dirasa adil,  hendaknya pula putusan hakim dapat diuji dengan 

4 (empat)  pertanyaan dasar (the four way test) yakni: 

 

                                                           
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press. Jakarta. 2010, hlm.125. 
9 S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41 



9 

 

 

a. Benarkah putusan ini? 

b. Jujurlah aku dalam mengambil keputusan? 

c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ku? 

d. Bermanfaatkah putusanku ini? 10 

Pedoman pemidanaan (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Teori dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki dasar yang kuat sebagai 

pertimbangannya dalam memutus suatu perkara sehingga putusan hakim dapat 

dinilai adil. 

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga 

keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan 

hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice).11 

Hakim Dalam membuat putusan, hakim harus memuat idée des recht, yang 

meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum 

(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut 

                                                           
10 Dewi Utari dan Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah  

Guna Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No 1, 2020, hlm. 142 
11 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti 

dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), hlm. 6. 
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harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.12 Namun dalam 

praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga 

asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim 

dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik 

pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan 

kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. 

Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk 

mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. 

1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 

1945.13 

2. Landasan Yuridis 

Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.14  

 

                                                           
12 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), hlm. 126-127 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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3. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai 

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.15 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di 

periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.  

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan 

apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.  

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

di pidana. 16 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan 

oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih 

rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman 

yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan   oleh 

Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat 

digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie dalam Ahmad, ada beberapa teori 

atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai 

berikut:17 

                                                           
15 Ibid. 
16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74. 
17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102. 
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1) Teori Keseimbangan  

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara.  

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan 

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap 

pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat 

keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam 

perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara 

pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, 

lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari 

Hakim.  

3) Teori Pendekatan Keilmuan  

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian 

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.  

4) Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya 

sehari-hari. 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan 

sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan 

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan 

hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

6) Teori Kebijaksanaan  

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk 

membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar 

kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat 

dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus 

memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan 

yang berlaku.  
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2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin tahu dan diteliti.18 Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 

terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis akan 

memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang 

digunakan dalam penulisan ini. Adapun batasan pengertian dan istilah yang 

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis adalah suatu pendekatan yang mempelajari dengan cermat, 

memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum 

dan aturan hukum. 

b. Tindak Pidana 

Teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah strafbaar feit. Tim 

Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP 

dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strfbaar feit 

ini sebagai tindak pidana. Stafbaar feit terdiri dari 3 kata2 , yakni straf, baar dan 

feit. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 

ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.perkataan Baar 

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata feit 

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 

 

                                                           
18 Soerjono Soekanto,  Op.Cit. hlm 132 
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Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, 

sebagaimana dikatakannya bahwa,” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 

sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana 

kalau dilanggar”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan 

dalam undang-undang, antara lain KUHP. 

 

Didalam KUHP tindak pidana atau delik dikelompokkan dalam 2 kelompok 

besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga. Kemudian, tindak pidana 

diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, Delik 

Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil), Delik Dolus dan Delik Culpa, 

Delik Commissionis dan Delik Ommisionis, Delik Aduan dan Delik Biasa 

(bukan aduan), dan Jenis Delik yang Lain. 

 

c. Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 

membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, 

dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari 

penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe 

pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati 

atau penjara seumur hidup, Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali 

dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang 

dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson 

berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan 

dipenjara seumur hidup. 
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d. Bersama sama melakukan tindak pidana (Deelneming) 

Kata deelmening Berasal dari kata Deelnemeen (belanda) yang diterjemahkan 

dengan kata “menyertai” dan Deelneming diartikan menjadi penyertaan. 

Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik 

tersangkut beberapa orang atau lebi dari satu orang. Lebih tepat jika Deelneming 

diartikan suatu. Delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan hukum dari skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 

I. PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang berisi uraian latar belakang, permasalahan, perumusan 

masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan 

konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bab yang berisi tentang Tinjauan Delik Pembunuhan, Pengertian dan 

Penerapan Unsur Tindak Pidana, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, 

Kedudukan Hakim dalam Peradilan.   

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu 

langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis 

data. 



16 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam 

penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan baik berupa 

data primer maupun data sekunder mengenai analisa pertimbangan hakim dalam 

tindak pidana pembunuhan berencana di Lampung Tengah berdasarkan Putusan 

Nomor: 172/Pid.B/2020/PN Gns. 

 

V. PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah 

diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran 

terhadap permasalahan dalam penulisan ini.  



 
 

 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan terhadap Delik Pembunuhan Berencana 

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda 

yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengan 

demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi 

tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Selain dari penjelasan diatas 

ada beberapa istilah lain dari tindak pidana di antaranya delik, perbuatan pidana, 

peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, Criminal 

act, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak pidana itu sendiri.19  

Kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain itu oleh KUHP 

yang sejauh ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk 

menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu 

tindakan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain dengan catatan bahwa Opzet 

dari pelakunya harus dilakukan pada akibat berupa hilangnya nyawa orang 

tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang 

itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang 

                                                           
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi I (Cet.I, Jakarta: 

PT.Grafindo, 2002), hlm. 67 
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lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang 

seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai akibat konstitutif. 

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau biasa disebut 

dengan pembunuhan, dalam bentuk pokok pembunuhan itu dimuat dalam Pasal 

338 KUHP yang rumusannya adalah: Barangsiapa dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun.20 Dari uraian yang telah di jelaskan oleh penulis 

bahwa delik pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil, menurut Van 

Hamel Delik pembunuhan juga disebut sebagai Delict materiele omschrijving 

yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat 

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya 

akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang – Undang 

sebagaimana dimaksud diatas.21 Dengan demikian orang baru dapat berbicara 

tentang terjadinya suatu delik pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya 

orang lain atau hilangnya nyawa orang lain itu sudah timbul sebagai akibat dari 

tindakan si pelaku pembunuhan. 

Kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yakni mulai 

dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan-

ketentuan pasal tersebut, menurut sistematisnya KUHP, maka kejahatan terhadap 

nyawa orang lain dapat dibagi atau semakin diperinci menjadi 3 (tiga) golongan 

                                                           
20 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Widya Yuridika, Vol.4, No.1, 2021, 

hlm. 208. 
21 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2011, hlm. 56. 
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berdasarkan pada objek yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, 

yakni: 

1. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya 

(Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 

KUHPidana). 

2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah 

dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana). 

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada didalam kandunga 

ibunya (janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 

KUHPidana). 22  

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam 

bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah: Barangsiapa 

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Apabila rumusan pasal 

tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka terdiri dari: 

a. Unsur Subjektif : dengan sengaja; 

b. Unsur Objektif : 

1) Perbuatan : menghilangkan nyawa 

2) Objeknya : nyawa orang lain. 

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam 

karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam 

tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian 

orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si 

pelaku. Menurut Zainal Abidin secara umum menjelaskan bahwa sarjana hukum 

                                                           
22 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, 

hlm. 55. 
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telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja, yakni: Pertama, Sengaja sebagai niat; 

Kedua, Sengaja insaf akan kepastian; Ketiga, Sengaja insaf akan kemungkinan.23 

Menurut H.A.K Moh. Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:24 

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu 

perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan 

nyawa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan 

sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai 

pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau 

tujuan untuk menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. 

Selanjutnya Wirjono Prodjokikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, 

sebagai berikut: Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan 

perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat itu mengikuti perbuatan itu.25 

Menurut Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai 

berikut: Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk 

menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari 

kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia 

kehendaki.26 Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, maka dapat disimpulkan 

bahwa unsur kesengajaan meliputi tujuan dari tindakannya pelaku memang 

berniat, mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari 

perbuatannya. 

                                                           
23 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1. Jakarta, Sinar Grafika 2007, hlm. 256. 
24 H.A.K Moh Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Citra 

Aditya Bakti 1994, hlm. 89. 
25 Wirjono Prodjokikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, 

Aditama, 2003, hlm. 63. 
26 Op.Cit, Lamintang, hlm. 15 
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Perbuatan: menghilangkan nyawa; Menghilangkan nyawa orang lain dalam hal 

ini menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang 

terlarang dari undang-undang atau tidak, apabila karena tindakannya (misalnya, 

menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang, kejadian ini 

baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 j.o Pasal 53 KUHP), dan 

belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana 

dimaksudkan Pasal 338 KUHP. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang 

lain, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu: Pertama, adanya wujud 

perbuatan. Kedua, Adanya suatu kematian (orang lain), Ketiga, Adanya 

hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara perbuatan dan akibat kematian 

orang lain.  

Kata “berencana” merupakan kata yang berasal dari kata dasar rencana. Dalam 

Kamus besar bahasa Indonesia rencana berarti cerita, rancangan, buram (rangka 

sesuatu yang akan dikerjakan) sedangkan kata “berencana” berarti dengan 

rencana, berancang, dan ancangannya.  

Selanjutnya mengemukakan bahwa: berencana adalah suatu kegiatan untuk 

memperkirakan mengenai waktu dan metode dengan tujuan memastikan 

keberhasilan suatu perbuatan atau tujuan yang ingin dicapai berpendapat bahwa 

rencana terlebih dahulu yang pada dasarnya mengandung 3 unsur/syarat, yaitu: 

1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 

Memutuskan kehendak suasana dalam suasana tenang, adalah 

pada saat memutuskan kehendak tersebut dilakukan dalam 

suasana (batin) tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah 

suasana tidak dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba tiba, tidak 

dalam keadaan dan tidak dalam emosi yang tinggi. Sebagai 

indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk 

melakukan suatu tindakan itu, telah dipikirnya dan 
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dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran 

dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila 

hanya dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang 

sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan 

dengan mendalam itulah akhirnya ia memutuskan untuk berbuat. 

Sedangkan perbuatannya tidak terwujud ketika itu.27 

2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 

sampai dengan pelaksanaan kehendak; 

Waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur 

dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada 

keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. 28  

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau biasa 

disebut dengan pembunuhan berencana, adalah delik pembunuhan yang paling 

berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, 

diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan 

nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 

tahun”. 

Adapun rumusan yang diberikan oleh untuk Pasal 340 KUHP tersebut terdiri dari 

unsur-unsur:  

     a. Unsur Subyektif :  

1. dengan sengaja;  

2. dengan rencana terlebih dahulu;  

                                                           
27 Echwan Iriyanto, Halif, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, 

Jurnal Yudisial, Vol.14, No.1, 2021, hlm. 20. 
28 Op.Cit, Adami Chazawi, hlm.80. 
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 b. Unsur Obyektif :  

1. perbuatan: menghilangkan nyawa;  

2. objeknya: nyawa orang lain. 29 

Simons dalam adam memberikan pendapatnya tentang salah satu unsur yang 

terdapat pada Pasal 340 dengan rencana dahulu: Orang hanya dapat berbicara 

tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu 

pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang 

kemungkinan kemungkinan dan atentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara 

waku seorang pelaku menusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari 

rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal 

seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk 

dilakukan,kiranya sulit untuk berbicara adanya suatu perencanaan lebih dahulu.30 

Terdapat Jenis-jenis Tindak Pidana (delik). Ada berbagai jenis delik yang dikenal 

dalam hukum pidana, yaitu:  

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III).  Delik 

kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP,  sedangkan 

delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik 

kejahatan disebut dengan rechtdelicten, sedangkan  pelanggran dengan wet 

delicten. Rechtdelicten dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat 

memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan 

                                                           
29 Op.Cit, Adami Chazawi, hlm.80. 
30 Ibid. hlm.80 
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wetdelicten dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-

undang baru merupakan tindak pidana.31 Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 

KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat 

karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam 

undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari 

dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III 

KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP. 

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang 

penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 

Pasal 209, Pasal 210, Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362 KUHP. Sedangkan 

delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam 

hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa 

percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, Pasal 378, Pasal 338 

KUHP.32 

3. Delik commissionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per 

ommissionem commissa. Delik Commissionis adalah delik yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, 

baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya 

Pasal 362 KUHP. Sedangkan  Omissionis adalah delik yang berupa 

pelanggran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang 

justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh 

: Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP 

                                                           
31 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002, hlm. 78. 
32 Ibid. hlm. 78. 
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tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik Comissionis 

per omissionem comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang 

ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 

340 KUHP).33 

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung 

unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, 

Pasal 310, Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang 

mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, 

Pasal 203, Pasal 231 Ayat (4), Pasal 359, Pasal 360 KUHP. 

5. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung 

unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, 

Pasal 310, Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang 

mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, 

Pasal 203, Pasal 231 Ayat (4), Pasal 359, Pasal 360 KUHP.34 

6. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang 

penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik 

aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu : Pertama, Delik 

aduan mutlak (absolute). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru 

dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya 

lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari 

pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan 

                                                           
33 Ibid. hlm. 78. 
34 Ibid. hlm. 79. 
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penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284, Pasal 310, 

Pasal 332 KUHP. Kedua, Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah 

delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan 

dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; 

bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat 

memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan 

penuntutan).35 

 

B. Pengertian dan Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” 

menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika 

membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara 

lain sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.36 

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang berdasarkan pendapat 

para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Maksudnya ialah 

unsur tindak pidana ini berlandaskan pada apa yang dikemukakan oleh para ahli 

hukum. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan karenanya.Keduanyan memunculkan kejadian dalam alam lahir 

(dunia). Menurut Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, 

unsur tindak pidana adalah Pertama, Kelakuan dan akibat (perbuatan); Kedua 

                                                           
35 Ibid. hlm. 79 
36 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2002), hlm.72. 



27 

 

 

Yang dilarang (oleh aturan hukum); Ketiga, Ancaman pidana (bagi yang 

melanggar larangan).37 

Menurut R.Tresna sebagaimana defenisi beliau yang menyatakan bahwa, 

“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, 

yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan 

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara 

lain:  

     a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);  

     b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  

     c. Diadakan tindakan penghukuman.  

Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut 

dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: Pertama, Kelakuan 

manusia; Kedua, Diancam dengan pidana; Ketiga, dalam peraturan perundang-

undangan.38 

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 

masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah pelanggaran. 

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka 

dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur 

                                                           
37 Puspitasari, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi 

yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia, Jurnal Recidive, Vol.8, No.2, 2019, hlm. 17.  
38 Ibid. 
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kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya 

adalah berupa unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur 

yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur 

mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang 

melekat (sekitar) pada perbuatan.39 Sedangkan unsur yang bersifat subyektif 

adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin 

orangnya. Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana tersebut adalah: 

a. Unsur Tingkah Laku 

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.Unsur mutlak ini 

dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah 

laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan. Dalam tindak pidana, 

tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau positif (handelen), juga dapat 

disebut perbuatan materiil (materiel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif 

(natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk 

mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-

gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil ( Pasal 362) atau 

memalsu dan membuat secara palsu ( Pasal 268). Sebagian besar ( hampir semua) 

tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, 

dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif. Sedangkan tingkah laku pasif adalah 

berupa tingkah laku membiarkan (natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak 

melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu 

harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan 

                                                           
39 Syamsiar Arief, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Yang Dilakukan oleh Anak, Jurnal Petitum, Vol.4, No.1, 2016. 
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dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak 

melaksanakan kewajiban hukumnya.40 Contoh perbuatannya yaitu tidak 

memberikan pertolongan ( Pasal 531). 

Pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 tingkah laku, 

yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku 

kongkrit. Yang dimaksud tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak 

dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak 

terbatas banyaknya. Contohnya perbuatan : menghilangkan nyawa ( Pasal 338), 

abstrak, terdiri banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya. Misalnya 

mencekik, menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya. Banyak tindak 

pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih kongkrit, misalnya 

mengambil ( Pasal 362, pencurian), memberi keterangan ( Pasal 242), 

mengedarkan ( Pasal 247), dan lain-lain. 

b. Unsur Melawan Hukum 

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, 

yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan 

hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat 

(melawan hukum materiil/materiel wederrechtelijk), karena bersumber pada 

masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Namun, ada pula beberapa 

tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas didalam 

undang-undang. 

                                                           
40 Iriyanto dan Halif, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. 

Jurnal Yudisial, Vol.14, No.1, hlm. 5 
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Contohnya, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi: “Barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 

dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan 

ratus rupiah.” 

Berdasarkan sudut pandang undang-undang, suatu perbuatan tidaklah 

mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang 

(wederrechtelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan 

perundang-undangan, artinya sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada 

dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan. Unsur melawan hukum adalah 

suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak 

pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:  

1. Melawan Hukum (wederrechtelijk), istilah inilah yang paling sering 

digunakan oleh pembentuk UU, misalnya dalam Pasal 362, Pasal 368, Pasal 

369, Pasal 372, Pasal 378.  

2. Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (zonder daartoe 

gerichtigd te zijn), misalnya Pasal 548, Pasal 549c.  

3. Tanpa izin (zonder verlof), misalnya pada Pasal 496, Pasal 520.  

4. Melampaui kekuasaannya (met over schrijding van sijne bevoegdheid), 

misalnya pada Pasal 430.  

5. Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (zonder 

inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen). 
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c. Unsur Kesalahan 

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 

sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 

pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (schuld) adalah 

pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah:fout. Dalam 

hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa geen starafbaar 

feit zonder schuld, yakni tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut hemat peneliti 

maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu tindak 

pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah yang 

menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu 

tindak pidana. 

d. Unsur Akibat Konstitutif 

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:  

1. Tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat 

menjadi syarat selesainya tindak pidana,  

2. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 

pidana,  

3. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.  

Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak 

pidana,artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, 

yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat 

memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, 
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artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya 

tindak pidana selesai. Misalnya pada Pasal 288 jika akibat luka berat (Ayat 2) 

tidak timbul, maka yang terjadi adalah berupa kejahatan yang selesai yakni 

bersetubuh dengan wanita. yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan 

luka (bukan luka berat, Ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan wanita 

yang belum waktunnya dikawini yang menimbulkan luka berat. Persamaannya 

ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, timbulnya akibat ialah setelah perbuatan 

dilakukan. 

e. Unsur Keadaan yang Menyertai  

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua 

keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan 

yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:  

1. Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada 

perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana,misalnya kekerasan dan 

ancaman kekerasan menurut Pasal 285, Pasal 289, dan Pasal 368.  

2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, hal ini merupakan 

syarat untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan yang menjadi larangan, 

dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan, misalnya 

pada Pasal 363 (1) sub 5 tentang cara-cara merusak, memotong, 

memanjat, memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.  

3. Mengenai obyek tindak pidana, yakni berupa semua keadaan yang 

melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana,misalnya unsur “milik 
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orang lain”yang melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian 

(Pasal 362).  

4. Mengenai subyek tindak pidana, yaitu segala keadaan dirisubyek tindak 

pidana, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif 

adalah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang 

warga Negara RI (Pasal 451). Sedangkan, yang bersifat subyektif adalah 

keadaan mengenai batin subyek hukum, misalnya dengan rencana lebih 

dulu (Pasal 340, Pasal 353).  

5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai 

segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidan, misalnya 

sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada ditempat 

kediaman (Pasal 363 Ayat 1 ke3) (6) Mengenai waktu dilakukannya 

tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak 

pidana yang dapat berupa syarat mempemberat pidana maupun yang 

menjadi unsur pokok tindak pidana. 

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

 

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan 

agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan 

bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat 

filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan 

yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 
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justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice). Aspek yuridis merupakan aspek 

yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang 

berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta 

memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang 

dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada 

kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah 

satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan 

hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab IX 

Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. 

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman 

yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan 

Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
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Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini 

mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur 

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang 

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 

rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 Ayat (2) menegaskan 

bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi 

Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim 

yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini 

menjadi ciri suatu negara hukum.41 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 

(impartial judge) Pasal 5 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak 

di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya 

hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak 

diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih 

tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang 

hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak 

memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih 

                                                           
41 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101 
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dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian 

memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan 

hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap 

peristiwa tersebut. 

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya 

penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya 

karena pada hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan 

demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.42 Seorang hakim dianggap tahu akan 

hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu 

peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU 

No.35 Tahun 1999 Jo UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 

dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan 

untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum 

tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang 

hakim hanya merumuskan hukum.43 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) 

                                                           
42 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara 

Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hlm. 149 
43 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2003, hlm. 383. 
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UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena 

itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai 

dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, 

juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, 

politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan 

putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu 

dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang 

berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat 

dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. 

Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 Ayat (1), yaitu:  

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;  

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  

c. Sikap batin pembuat tindak pidana;  

d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;  

e. Cara melakukan tindak pidana;  

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana; 

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;  

j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;  

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan 

pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan 

Geen Straf Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada 

kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap 
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pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman 

kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan 

dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu 

direncanakan). 

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim 

dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan 

mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan 

juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan 

hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan 

yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada 

korban dan juga keluarga korban.  

 

D. Kedudukan Hakim dalam Peradilan 

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan 

hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. 

Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang 

mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat 

diganggu gugat.44 

Lembaga kehakiman berdiri sendiri dan hakim dengan kekuasaannya juga diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan 

                                                           
44 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2003, hlm. 383. 
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kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan perihal tugas 

hakim khususnya pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada berbagai 

macam yaitu untuk hakim peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur 

dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Hakim Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. Sementara, hakim agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari 

campur tangan pihak-pihak di luar kekuasan kehakiman untuk 

menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Kebebasan 

kekuasaan kehakiman, yang penyelenggarannya diserahkan kepada badan-badan 

peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum. Pada 

hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. 

Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, 

ekonomi dan sebagainya.45 

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial menurut Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itu pun tidak mutlak 

sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan 

                                                           
45 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian), FH-UII Press, 

Yogyakarta, 2005, hlm. 6. 
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keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari 

dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang 

dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan 

keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan 

peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penegasan ini berarti 

bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh 

bukan badan peradilan negara seperti peradilan swapraja dan adat. Seperti kita 

ketahui maka peradilan swapraja dan adat mulai dihapus dengan Undang-

Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 39 Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009). Asas objektivitas atau tidak memihaknya 

pengadilan terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Di dalam 

memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak 

boleh memihak. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat 

mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang 

akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar. 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian peradilan menjadi 

peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi 

rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau golongan 

rakyat tertentu. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata 

usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam 

masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi. Jadi 
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pengadilan ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya 

spesialisasi saja. Berhubung dengan itu timbullah pertanyaan apakah seorang 

terdakwa yang melakukan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana biasa 

perkaranya dapat digabung dan diperiksa bersama., sebab pada hakikatnya 

pembagian peradilan ekonomi itu hanyalah formil belaka. 

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi sebagaimana dijelaskan 

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian maka 

masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang 

tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada 

Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak, maka 

pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan 

peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua 

perkara ke Mahkamah Agung. Posisi sebagai pengadilan negara tertinggi, maka 

sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas 

perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Di samping mengadakan 

pengawasan, Mahkamah Agung dapat juga memberikan pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga 

Tinggi Negara. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim 

aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Undang-

Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 
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terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 

secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal 

ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum 

inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang 

selalu harus diperhatikan, yaitu:  

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit)  

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) 

3.  Keadilan (Gerechtighkeit) 

 

E. Jenis-Jenis Putusan Hakim 

Berdasarkan amar putusan, putusan pengadilan dibagi menjadi beberapa jenis. 

a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan 

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan 

pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa 

terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalan telah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.46 

b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (vrijspraak) 

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan 

berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat 

                                                           
46 Op.Cit, E. Utrecht an Moch Saleh Djindang 207. 
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bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan 

membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 

Ayat (1) KUHAP.47 

c. Putusan pengadilan yang berupa Iepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van   

rechts vervolging) 

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang 

dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim 

berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut 

bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas 

dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (2) 

KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan 

pemaaf maupun alasan pembenar.48  

                                                           
47 Ibid. 
48 Ibid. 



 
 

 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini, 

dilakukan dengan dua pendekatan penelitian. Adapun dua metode pendekatan 

penelitian yang digunakan tersebut, adalah sebagai berikut:  

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian 

yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan cara mengkaji dan menelaah 

beberapa  bahan  hukum primer, sekunder,  dan  tersier  yang  berhubungan  

atau memiliki  kaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan 

perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan 

studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang 

yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka. Kedua 

pendekatan penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran dan pemahaman 

yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang ada atau yang akan dibahas. 



45 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

     Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer 

yang didapat oleh penulis berasal dari sumber wawancara narasumber. Peneliti 

mendapatkan data primer dari kepolisian, dosen ahli hukum pidana, kejaksaan, 

dan hakim di pengadilan negeri.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-konsep, pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan. 

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer :  

1)    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

2)    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

3) Undang-Undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5)   Putusan Mahkamah Agung Nomor: 172/Pid.B/2020/PN/PN.Gus. 
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b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu data berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang 

berkaitan dengan pokok bahasan.  

3. Data Tersier  

Bahan tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur, kamus 

hukum, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini. 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepolisian bagian Tindak Pidana Umum (Aipda Moris Hamdani, POLRES 

Lampung Tengah Gunung Sugih)               : 1 orang 

2. Ahli Hukum Pidana (Erna Dewi Dosen FH UNILA)                 : 1 orang 

3. Hakim (Anggoro Wicaksono, Pengadilan Negeri Gunung Sugih kelas IB) 

                            : 1 orang 

4. Pengacara (Goenawan Prihartono. and Partner)                           : 1 orang   

5. Jaksa (Jaksa Elfa Yulita, Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)          : 1 orang    

   Jumlah                   5 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan (Library Reasearch) 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada 

hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas.  

b. Studi Lapangan (Field Reasearch)  

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan 

dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode 

wawancara (interview). 

2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan 

kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai 

kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan 

kesalahan   

b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan 

mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-

masing data.   
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c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok 

bahasan atau pemasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

E. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

dan metode yang bersifat khusus yang dipakai dalam penarikan kesimpulan guna 

menjawab permasalahan yang ada. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 

 sebagai berikut: 

1. Penerapan unsur-unsur pidana pembunuhan berencana berdasarkan 

Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN.Gns sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Fakta-fakta hukum dan 

barang bukti yang ada telah menunjukan adanya pembunuhan berencana 

yang dilakukan oleh Mulyadi kepada korban. Terdapat tiga penerapan 

unsur dalam Pasal 340 yaitu mengenai Unsur Barang Siapa, Unsur 

Dengan Sengaja Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa 

Orang Lain, Ketiga unsur Diancam Karena Pembunuhan dengan 

Rencana. Ketiga unsur tersebut terpenuhi secara jelas dan terang 

benderang serta secara meyakinkan penuntut umum telah menentukan 

unsur-unsur tersebut dalam dakwaan yang diberikan di muka 

pengadilan. 

2. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan nomor 

172/Pid.B/2020/PN.Gns didapatkan bahwa mejelis mempertimbangkan 
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bahwa secara meyakinkan pelaku secara jelas melakukan tindak pidana 

pembunuhan dengan rencana. Kedua, majelis mempertimbangkan 

bahwa pembelaan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat diterima 

karena tidak didukung dengan alat bukti yang ada. Ketiga majelis hakim 

mempertimbangan mengenai hukuman yang akan diberikan, majelis 

hakim tidak sepandangan dengan dakwaan penuntut umum yang 

mengajukan hukuman seumur hidup dan memutuskan hukuman pidana 

selama 20 tahun penjara. Alasannya pertama karena pelaku menunjukan 

sikap kooperatif dalam proses penegakan hukum dan pelaku 

menunjukan rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana tersebut. 

Pertimbangan hakim  tentu memerhatikan aspek proporsionalitas dalam 

meutuskan perkara dan harus melihat hak-hak pelaku sebagai warga 

negara.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penerapan unsur-unsur yang dilakukan oleh penuntut umum harus terus 

dilakukan secara konsisten dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

hukum acara pidana. 

2. Penulis menyarakan kepada hakim bahwa harus terus secara konsisten 

menerapkan dan memutuskan putusan secara adil dengan melihat dari 

kedua sisi baik dari korban dan pelaku.   
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